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Menimbang 1

Menimbang 01

Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien
merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan
Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya ;
Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan Nomor W1-TUN/42/KT.01/V1/2012 tanggal 29 Juli 2012
telah menetapkan Pelaksanaan Penyusunan Standar Pelayanan Peradilan
Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

Bahwa hasil rumusan segenap unsur pimpinan di jajaran wilayah
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menghasilkan
beberapa kebijakan dalam pelayanan peradilan dengan tersedianya
Standar Pelayanan Peradilan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Medan ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
5 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
tentang Mahkamah Agung ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
No0.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik ;

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik ;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-
114/KMAJ/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di
Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Rl Nomor : 144/KMA/SK/V111/2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan ;

Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Rl Nomor
076/KMA/SK/V1/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan
Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;

Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung Rl Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 03 Tahun 2010 tentang
Penerimaan Tamu ;

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 06 Tahun 2010 tentang
Instruksi  Implementasi  Keterbukaan Informasi pada Kalangan
Pengadilan ;

SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.W1-
TUN/KT-43/0T.01.3/VI1/2012 tanggal 24 Juli 2012, tentang Standar
Pelayanan Peradilan pada Wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan ;

MEMUTUSKAN :

Memberlakukan Standar Pelayanan Peradilan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang ;

Standar Pelayanan Peradilan dimaksud adalah seperti yang tersebut
dalam daftar lampiran SK Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan tanggal 24 Juli 2012 No.W1-TUN/KT-43/0T.01.3/VI1/2012.
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